BUPATI PULAU MOROTAI,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nﬂg
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Al "_ 51
Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4 ayat 5 menyatakan
bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepa f'_j;_;
tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah deng

berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;- :_;;-1;'1:‘.’ .

bahwa agar pelaksanaan Kebijakan Akuntansi |
Daerah sesuai dengan perundang-undangan
dan untuk tertib administrasi pengelolaan ke
perlu dilakukan perubahan ketiga atas Pere
Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 teﬁ a
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau M 0 -"%
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66, Tambahan Lembaran Negara Repul ik Iz
4400); R
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2 04
Perimbangan Keuangan Antara Pemermt&h i;i
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ:
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba:
Republik Indonesia Nomor 4438); L
Undang-Undang Nomor 53 Tahun
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di nsi 1
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik I
Nomor 4937);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun m
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu ubli "{' 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan' Bestl ."
Republik Indonesia Nomor 5587) Se _ "bagai " : '?:J'-" -'
beberapa kali terakhir dengan g
Tahuﬂ 2015 tent&ng >erubahan "
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2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5153);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

| 470
Pemerintah

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nm'
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Qﬂl!; ang

Standar Akuntansi Pemerintahan
ik Indmema Tah

M =T
feas ".‘:-}':
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Nﬁmar 73, 'l‘ambahsn mﬂm

Nomor 6041); |

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah
Pengelolaan Keuangan Daerah ﬂembaran H epub
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahm :
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); O

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2(
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan D
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang

diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada

4

vk

e '-1.I"-.
- ol

Pemerintah Daerah; 3%
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 T&h | ;
tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Bara.tlg oty

22 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau
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Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Aku:ntanai . i

i
Ll
--:.,‘r-_,.

Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai TM ..... |

14) diubah sebagai berikut:

. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Sub Pengeluaran setela

angka 65.a, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) o

65.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperpanjang

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat

ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efesiensi, peningkatan mutu produksi,

penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya

sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang

bersangkutan. pr

65.a Terhadap aset yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul apah;ﬂa

renovasi/restorasi/overhaul yang dilakukan sebesar kurang dari < )
dari nilai asetnya maka tidak menambah masa manfaat, dan ﬁlhi al

50% dari nilai asetnya maka menambah masa man ﬁ

C.J.-

penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarlmi; e
mtltaﬁ yang melalCSﬂnakan keglatan Ter j -
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Rt ST L

Radiation Aplication and Non

Laboratory (BATAM)
1 i 312129 re : : ey
l | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
| 1[3]2]30] Peralatan Laboratorium Hidrodinamika :
1| 3] 231 Senjata Api
1|3 | 2| 32| Persenjataan Non Senjata Api
1| 3|2 | 33| Alat Keamanan dan Perlindungan 5
1|3 2|34 | Rambu-Rambu 5
1 | 3| 2 | 35 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 '
1|3 2| 36 Peralatan Olahraga S
11313 Gedung dan Bangunan
1 | 313 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 |
11 3| 3| 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
1 | 3| 3| 03 | Bangunan Menara 40
1|3 |3]| 04 Bangunan Bersejarah 50 4
1 31 3|05 | Tugu Peringatan B 50 .
1/3|3]|06 | Candi S0
1 1 3| 3| 07 | Monumen/Bangunan Bersejarah 50 J
1 13 13|08 Tugu Peringatan Lain 50
|1 l 3|3 | 09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti .l
Jalan, Jaringan dan Irigasi e
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11314 12 | Instalasi Air Kotor
i-'.t 34|13 J'h-I;mt:alllaaiI-"t':ngola'.l'lasml Sampah ¥ -
I 1|34 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
11314 15 | Instalasi Pembangkit Listrik i
1 153 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik T =
13| 4 17 | Instalasi Pertahanan 30
1 13 ~' 4 | 18 | Instalasi Gas 40 -
1!3| 4| 19 | Instalasi Pengaman 20
1! 3|4 20 | Jaringan Air Minum 30
11314 21 | Jaringan Listrik 20
1131422 Jaringan Telepon 20 4l
1 ey 1
T 1L3 T4 23 | Jaringan Gas 30 B

[Il. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Persediaan Huruf C poin Nomor 7 pada
lampiran dirubah metode pengukurannya sehingga selanjutnya berbunyi

sebagai berikut:
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Ditetapkan di Morotai S
pada tanggal 31 Desember

—I'E-\..-E, Ih.h_

BUPATI U MOROTAI,

w

BE LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

g

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 57
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